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Abstract
This study found that 1) West Sumatra has the potential water resources are more than sufficient to
meet the need for the use of water for irrigation, drinking water and for industrial use and use for power
generation. 2) In the Batang Anai watershed areas, water resource use is dominated by irrigation water users,
especially in Pariaman District, while the use of the water is not there. 3) water in Batang Anai River Basin has
not been streamed to users who value efficient that water usage not in accordance with the principle of
efficiency. 4) The total area of watershed Batang Anai has decreased from year to year, which affects the
availability of water is declining. 5) The competent authorities in managing the watershed Batang Anai is PSDA
West Sumatra province of Sumatra and Central River Region V and Watershed Management Board Agam-
Kuantan. 6) In making the benefits of water resources in the watershed currently Batang Anai, industrial users
are not there, which is the dominant irrigation and household water users. 7) Number of total water use of
population catchment area totaling 6,439,233 Batang Anai is 6,439,233 m3/tahun/person, this only amounted to
5.04% of the existing availability of water in the watershed Batang Anai that amounted in 2011 was 127, 38
million m3/year. Batang Anai River Basin water users the greatest population in the district was 1,332,183
m3/year Means Batang Anai River Basin water use for household purposes is still quite small. 8) Use Batang
Anai River Basin water for irrigation purposes with irrigated area reached 13,604 ha, with the need for the flow
of water is equal to 10.15 m3, the water requirements for wetland that will be irrigated by water is much Batang
Anai 16324.8 m3/ha.
Abstrak
Sudi ini menemukan bahwa 1) Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya air yang lebih dari
cukup untuk memenuhi kebutuhan penggunaan air untuk irigasi, air minum dan untuk keperluan industri dan
digunakan untuk pembangkit listrik. 2) Di daerah Batang Anai DAS, penggunaan sumber daya air didominasi
oleh pengguna air irigasi, terutama di Pariaman, sedangkan penggunaan air tidak ada. 3) air di Batang Anai
River Basin belum dialirkan ke pengguna yang menghargai efisien bahwa penggunaan air tidak sesuai dengan
prinsip efisiensi. 4) Luas total DAS Batang Anai mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang
mempengaruhi ketersediaan air menurun. 5) Pihak yang berwenang dalam pengelolaan DAS Batang Anai
adalah provins PSDA Sumatera Barat Sumatera dan Balai Besar Wilayah Sungai V dan Manajemen Daerah
Aliran Sungai Dewan Agam-Kuantan. 6) Dalam membuat manfaat sumber daya air di DAS saat ini Batang
Anai, pengguna industri tidak ada, yang merupakan pengguna irigasi dan air rumah tangga dominan. 7) Jumlah
total penggunaan air dari daerah tangkapan penduduk sebesar 6.439.233 Batang Anai adalah 6.439.233 m3 /
tahun / orang, ini hanya sebesar 5,04% dari ketersediaan air yang ada di DAS Batang Anai yang sebesar tahun
2011 127, 38 juta m3 /tahun. pengguna air Batang Anai River Basin populas terbesar di kabupaten itu
1.332.183 m3 / tahun penggunaan air Sarana Batang Anai River Basin untuk keperluan rumah tangga masih
cukup kecil. 8) Gunakan Batang Anai River Basin air untuk keperluan irigasi dengan daerah irigas mencapai
13.604 ha, dengan kebutuhan untuk aliran air sama dengan 10,15 m3, kebutuhan air untuk lahan basah yang
akan diairi oleh air jauh Batang Anai 16.324,8 m3 / Ha.
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PENDAHULUAN

Sumberdaya ar merupakan
sumberdaya alam yang paling essential
bagi setiap jenis kehidupan. Sementara
supply air menjadi semakin langka, karena
terjadi degradasi lingkungan. Sedangkan
persediaan air yang mencukupi merupakan
prasyarat bagi pembangunan manusia dan
ekonomi. Telah diakui bahwa perilaku
manusia (human behavior) dapat memiliki

pengaruh  besar atas  ketersediaan
sumberdaya air di DAS loka dan
ekosistem globa. Oleh karenanya

diperlukan adanya sistem insentif bagi
pengaturan perilaku tersebut dalam rangka
untuk stabilisass dan  keberlanjutan
kehidupan manusia di masa depan. Sistem
insentif yang dimaksud untuk menghemat
air berupa harga air yang tepat (the right
price) dan didukung oleh sistem
kelembagaan yang benar (the right
institution). Peningkatan jumlah penduduk
dan pendapatan masyarakat  telah
mengakibatkan  peningkatan  terhadap
permintaan (demand) terhadap air bersih,
apabila standard kehidupan masyarakat
menjadi meningkat, terutama di perkotaan.
Sehingga konsumsi air perkapita juga akan
men;] adi meningkat.  Keadaan  ini
menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan
air sudah berkaitan dengan kemaguan
ekonomi.

Ketersediaan Sumberdaya Air di
wilayah Hilir tergantung kepada upaya
konservasi lingkungan (Lahan Hutan di
daerah aliran sungai (DAS) sebelah Hulu).
Sedangkan upaya konservasi tergantung
kepada Sistem Insentif berupa
Pembayaran untuk Jasa Lingkungan (PJL).
Sistem ini sebaiknya dapat dibuat se-
flexible mungkin agar dapat disesuaikan
kepada kondisi-kondisi yang berbeda-beda.
Skema ini terdiri dari pembayaran atau
kompensas langsung oleh para pengguna
dari jasajasa di Hilir kepada para
penyedianya di Hulu. Skema PJL ini
diharapkan dapat dilaksanakan secara
langsung dan  akan menjanjikan
mekanisme kompensasi dimana para
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penyedia jasajasa lingkungan dapat
dibayar oleh para pengguna manfaatnya,
serta dapat memelihara penyediaan dari
jasa tersebut secara berkelanjutan. PJL
kepada suatu DAS yang berkeadaan baik,
akan berkaitan dengan ketersediaan supply
air yang tersedia dengan kuaitas yang
terjamin. Skema PJL merupakan suatu
instrument yang harus dirancang untuk
memperbaiki alokasi sumberdaya alam
pada tingkat DAS. Keberhasilan dari
aplikasi sistem PJL tergantung kepada
berbagai  faktor; seperti  bagaimana
mengidentifikasi dengan baik, maupun
tentang bagaimana cara mengkaitkan aspek
tata guna lahan dengan penyediaan jasa
lingkungan yang melibatkan supplier jasa
di wilayah Hulu dengan para pemakai
manfaat jasatersebut di sebelah Hilir. Oleh
karenanya, tidak setiap  persoaan
pengelolaan sumberdaya padatingkat DAS
dapat dipecahkan dengan menggunakan
suatu skema PJL.

Dalam konteks daerah ailiran
sunga (DAS), sistem PJL biasanya
meliputi  implementasi dari mekanisme
pasar atau kelembagaan non-pasar. PJL
ditujukan untuk mengkompensas kepada
para peggarap lahan di Hulu (upstream
landowners) agar mereka  dapat
memodifikas tata penggunaan lahan
tertentu yang ada untuk konservasi. Upaya
ini diharapkan dapat memberi dampak
kepada perbaikan supply air baik dari segi
kuantitas maupun kualitasnya. Jasa ini
memberikan manfaat kepada sumberdaya
air yang digunakan masyarakat di sebelah
Hilir DAS (downstream water resource).

Permintaan (demand) terhadap
perbaikan penawaran (supply) ar bersih
dapat diduga melalui permintaan turunan
(derived demand) dengan metode tidak
langsung  (indirect  method)  yang
merupakan alternatif penilaian sumberdaya
air sebaga input kepada proses produksi
ekonomi lokal. Agar PJL dapat menjadi
bergulir lancar (viable), maka pendugaan
permintaannya harus lebih tinggi dari nilai
yang diperoleh untuk mengkompensasi



para penyedia jasa lingkungan secara
efektif, guna mencapal tujuan perubahan
land use yang dimaksudkan. Informasi
dasar yang terpercaya adalah penting untuk
membuat rancangan sistem PJL beserta
indikator yang benar yang harus dapat
diidentifikasikan untuk mengukur dampak
aplikas dari sistem ini. Oleh karenanya
perlu ada negosiasi dan bargaining game
antara semua aktor-aktor terlibat. Dari
negosias dibutuhkan terjadinya konsensus
antara para aktor yang berkaitan dengan
jasa-jasa dan aktivitas yang diusulkan.

Untuk bentuk land use yang
dimaksud oleh PJL sebaiknya secara
umum dikehendaki berbentuk sistem
kehutanan, dengan menyadari akan jasa-
jasa yang dapat diberikan oleh pepohonan
dan belukarnya, terutama dari jenis
tanaman endemik adalah merupakan yang
terbaik. Tetapi bentuk wanatani (agro
forestry), atau hutan campuran dengan
tanaman keras yang dapat memberikan
hasil kepada petani, disertai oleh upaya
konservasi usaha tani juga dipandang
sebagai penyediaan jasa lingkungan dalam
DAS.

Sistem  pembayaran jasajasa
lingkungan perlu mengidentifikasi agents
ekonomi yang bertanggung jawab kepada
terjadinya eksternalitas lingkungan yang
”positive”, atau sebagai “penyedia” jasa
yang akan menguntungkan bagi agents lain
(para pengguna manfaat). Dengan
membangun hubungan sebab-akibat yang
diperlukan hubungan antara land use —
wilayah hulu (upstream) — kepada keadaan
sumberdaya air di  wilayah hilir (down-
stream) dalam DAS yang bersangkutan. Di
samping itu, skema PJL bermaksud untuk
membangun adiran informasi  antara
penyedia jasajasa dan  pengguna
manfaatnya untuk menyediakan institusi
sebagai media pertukaran antara kedua
jenis agents tersebut.

Penyusutan dan degradas hutan
lindung di Wilayah DAS Batang Anai
yang menjadi hulu Sungai Batang Anai di
kabupaten Padang Pariaman dan bermuara
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ke pantai Barat sebelah Utara kota Padang
dan bertepatan dengan kawasan bandara
Internasional Minangkabau, telah
menyebabkan kawasan hilirnya ini rawan
terhadap kejadian banjir. Untuk mengatas
keadaan ini diperlukan upaya konservasi
lahan hutan dan air yang mengikutsertakan
partisipasi masyarakat perdesaan di
sekitarnya. Jika keadaan ini dibiarkan,
maka sumberdaya air yang diperlukan oleh
banyak pihak supplynya menjadi semakin
menyusut di musim kering dan banjir di
musim hujan, yang mengancam kehidupan
masyarakat luas serta pembangunan
ekonomi. Partisipas masyarakat agar
mencapai keberhasilan, diperlukan adanya
pengukuhan hak-hak akses mereka kepada
lahan hutan melaui  kontrak jangka
panjang (land tenure reforms). Oleh karena
itu pelaksanaan sistem pembayaran bagi
jasa-jasa perbaikan lingkungan menjadi
sangat urgent untuk dilaksanakan dengan
segera

Skema PJL ini diharapkan dapat
dilaksanakan secara langsung dan akan
menjanjikan  mekanisme  kompensasi,
dimana para penyedia jasa-jasa lingkungan
dapat dibayar oleh para pengguna
manfaatnya, serta dapat memelihara
penyediaan dari jasa tersebut secara
berkelanjutan. Sistem PJL kepada suatu
DAS yang berkeadaan baik, akan berkaitan
dengan ketersediaan supply air dengan
kualitas yang terjamin. Skema PJL ini
terdiri dari pembayaran atau kompensasi
langsung oleh para pengguna jasa-jasa di
Hilir (Kota, Padang) kepada para
penyedianya di sebelah hulu (perdesaan).
Skema PJL merupakan suatu instrument
yang harus dirancang untuk memperbaiki
alokas sumberdaya alam pada tingkat
DAS Batang Anai yang selama ini banyak
gaga karena tidak mengikut sertakan
kepentingan masyarakat setempat.
Keberhasilan dari aplikasi sistem PJL
tergantung kepada berbagal faktor; seperti
bagaimana mengidentifikasi dengan baik,
maupun  tentang bagaimana cara
mengkaitkan aspek tataguna lahan & air



dengan pemyediaan jasa lingkungan yang
melibatkan  keterkaitan supplier jasa di
wilayah hulu (perdesaan) dengan para
pemakai manfaat jasa tersebut di sebelah
hilir ~ (Perkotaan). Oleh  karenanya,
persodlan pengelolaan sumberdaya alam
(lahan dan air) pada tingkat DAS Batang
Anai diharapkan dapat dipecahkan dengan
menggunakan suatu skema PJL.

Mengacu pada rumusan masalah
yang telah digjukan di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah untuk melihat
bagaimana model sistem pembayaran jasa-
jasa lingkungan sebagai mekanisme
transfer hulu-hilir dalam pengelolaan
sumberdaya air dan lahan di wilayah DAS
dapat diterapkan dalam pengelolaan dan
konservasi wilayah DAS untuk mencegah
semakin luasnya lahan kritis yang
berdampak kepada terjadinya pemanasan
global? Bagaimana membangun
mekanisme pembayaran jasa-jasa
lingkungan itu sebagali suatu pengaturan
spontan?

Pada karakteristik fissk dan hidrologi
sumberdaya air, maka dapat dikemukakan
sifatnyanya sebagai berikut:

1. Air adalah selalu bergerak dari tempat
yang tinggi ke rendah (mobile),
khasnya dalam bentuk cair, mengalir,
menguap, dan meresap sebagaimana
bergerak mengikuti siklus hidrologi.
Persoalan dalam sifatnya ini adalah
bagaimana mengukur unit-unit khusus
sumberdaya air, terutama karena sifat
cair dan mengalirnya ini. Sehingga
menghadapi persoalan tersebut ahli
ekonomi mengatakan bahwa air adalah
sumberdaya yang memerlukan biaya
yang besar untuk mengumpulkannya
(high-exclusion  cost  resources).
Implikasi dari keadaan ini adaah
bahwa penetapan property right yang
khusus atas sumberdaya air ini sebagal
basis bagi pertukaran ekonomi dan
pasar adalah relative sulit dan mahal
untuk ditetapkan dan diperkuat
(establish and enforce). Oleh karena
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itu, jika penilaian ekonomi terhadap
ar diperlukan, maka penetapan
property right harus ditegaskan lebih
dahulu, karena ini  merupakan
necessary condition bagi berlakunya
sistem pasar air.

Supply air cenderung menjadi sangat
fluktuatif (highly variable), seperti
halnya sumberdaya alam yang dapat
diperbaharui, supply ar mentah itu
berada di luar kontrol manusia. Supply
air cirinya adalah fluktuatif dan sulit
diramalkan menurut ruang, waktu dan
kuantitasnya, sehingga secara lokal
ketersediaan air selalu berubah secara
sistematis sesuai dengan perubahan
musim, iklim global. Fluktuatif supply
seperti banjir, kekeringan membawa
konsekuensi ekonomi pada manusia
karena dapat meningkatkan biaya
hidup rumah tangga dan perusahaan,
sehingga di sini diperlukan program
pengurangan banjir dan mengatasi
kekeringan dari pemerintah yang
berdampak pada peningkatan
anggaran pengeluaran  pemerintah.
Peningkatan anggaran pemerintahan
jelas memberikan konsekuensi bagi
penarikan pajak dan penentuan harga
air yang harus ditempuh pemerintah,
agar terjadi keseimbangan anggaran.
Air adalah pelarut aamiah yang
bersifat universal, dalam kapasitas
supplynya yang besar, air dapat
menyerap limbah dan menghancurkan
polutan, dan menghanytkan mereka ke
laut, sehingga mengelola sumberdaya
air sebagai pelarut bagi limbah car
maupun padat merupakan konsekuensi
ekonomi bagi pengelolaan
sumberdaya air secara terpadu.
Artinya pengelolaan ar bersh dan
pengelolaan limbah air seperti dari
rumah tangga (sewerage) merupakan
bagian yang integral dalam penentuan
harga air, rumah tangga dan industri
bukan hanya membayar ar bersih
tetapi juga membayar pengolahan air
l[imbahnya.



4. Sding Keterkaitan antar pengguna

sangat besar, aktifitas penggunaan air
di hulu akan mempengaruhi aktifitas
penggunaan air di hilir, dalam bentuk
kualitas, kuantitas, dan waktu aliran
yang dibutuhkan oleh pengguna di
hilir. Sering keterkaitan ini
menimbulkan pengaruh externalities
or spill over yang menimbulkan biaya
bagi aktifitas pengguna di hilir.
Adanya eksternalitas ini berimplikas
pada pengenakan biaya ekonomi besar
(full cost of economic activity) pada
pengguna air di hilir. Oleh karena itu,
harus tercermin di dalam utiliti
masyarakat yang menggunakan air,
agar penggunaan sumberdaya air
mencapal titik optimalnya, sebagai
syarat efisiensi penggunaan air.

Air Sering menjadi defisit hanya pada
lokas tertentu sgja, karena varias
daam supply dan permintaan lokal
sehingga timbul masalah lokalisas
secara khas, dan kebijakan sering
diperlukan untuk disesuaikan dengan
kondisi loka. Supply relatif air
permukaan dan air tanah (surface and
ground water) pada lokas tertentu,
tergantung pada varias  iklim
(precipitasi  dalam bentuk hujan)
seperti halnya ketersediaan simpanan
air tanah.

Fasilitas supply air memperlihatkan
economies of large size, pengamanan
daerah tangkapan air, penyimpanan,
pengiriman  air  (khususnya air
permukaan) semuanya
memperlihatkan ukuran ekonomi yang
besar terutama unit biaya-biaya yang
diperlukan. Apabila terjadi penurunan
biaya pada permintaan permintaan
yang meningkat, maka penawaran air
dapat menjadi lebih efisien secara
ekonomi. Tetapi pendekatan biaya
terendah (least-cost) sering dipakal
pada tangkapan, penyimpanan, dan
pengiriman air ke penduduk di
wilayah perkotaan, biasanya oleh
perusahaan umum air minum (PAM:
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milik pemerintah) yang dipandang
sebagai monopoli aami  (natural
monopoly). Segjalan dengan ini, supply
air untuk industri sering diserukan
untuk menghindari monopoli harga
(monopoalistic pricing).

Sedangkan dari karakteristik permintaan

ar

(water demand) jika dilihat dari

perspektif para pengguna, maka dapat
dikemukakan sifatnya sebagai berikut:

1.

Karena perbedaan benefit yang
diperoleh dari ar, maka sangat
bermanfaat untuk mengelompokkan
tipe nila sumberdaya air ke dalam
lima (5) kelompok yakni: (Young,
2005).
1). Commodity benefits
2). Waste assimilation benefits
3). Public and private aesthetic,
recreational, and fish and wildlife
habitat value.
4). Biodiversity
preservation
5). Social and cultural value.
Karakteristik ekonomi dari permintaan
air beragam diantara garis continuum
dari barang dan jasarival ke non rival.
Barang atau jasa dikatakan rival dalam
konsumsinya adalah jika seseorang
dadam  mengkonsumsinya  dapat
mencegah orang lan  daam
menggunakannya, barang dan jasa
yang rival dalam konsumsinya adalah
tipe yang dapat ditawarkan dan
dialokasikan dengan proses pasar, dan
sering disebut dengan private goods.
Sedangkan barang yang bersifat non
rival dalam konsumsinya berarti
seseorang mengkonsumsinya  tidak
dapat mengeluarkan orang lain dalam
menggunakannya juga, barang yang
non rival sering disebut dengan public
or collective goods. Sedangkan barang
yang bersfaa non rival dapat
ditawarkan dan dialokasikan dalam
proses non pasar, melaui penyusunan
kontrak (contractual arrangement).
Sementara itu, konsums air untuk
pertanian, rumah tangga dan industri

and ecosystem



penggunaannya cenderung ke arah
rival, dan dapat ditransaksikan di
pasar (Young, 1996, 2005).

Tipe komoditi dari sumberdaya air telah

melekat dalam konsumsi air pada air
minum perorangan, sanitasi, aktifitas
produksi pertanian, bisnis dan industri,
istilah komoditi disini adalah karena
sifat rival dalam pengkonsumsiannya.
Oleh karena itu diperlukan penilaian
ekonomi (economic valuation) yang
sesuai dengan mekanisme pasar
terhadap sumberdaya air sebagai
komoditi dan bersifat rival daam
pengkonsumsiannya.

Air sering disebut sebagai barang yang
memiliki biaya yang tinggi untuk
pengadaan dan penguasaannya (high-
excluson cost) karena sifat-sifat
fisknya, air sulit dan maha pada
terbatasnya penggunaan air karena
mahal nya biaya produksinya.

Terdapat sifat penunggang bebas pada
penggunaan air (free rider problem),
karena adanya penolakan dari para
pengguna air untuk membayar bagian

yang yang mereka konsums,
sedangkan mereka tidak  dapat
dikeluarkan dalam

pengkonsumsiannya (non excluded),
dengan anggapan bahwa air adalah
public goods. Pada hal, dari sifat-sifat
ekonomi sumberdaya air, maka air
sebagian telah menjadi komoditi
ekonomi yang memerlukan biaya yang
besar untuk pengadaannya, maka
adalah wajar dikenakan beban biaya
terhadap pengkonsumsian air agar
supply dapat tetap dipertahankan
(establish), sesual dengan permintaan
yang terus meningkat sebagai akibat
pertambahan jumlah penduduk dan
aktifitas perekonomian.

Tipe  komoditi benefits  dari
sumberdaya air dapat dilihat pada
konsumsi air rumahtangga untuk
memasak, sanitasi, yang berkontribusi
kepada aktifitas produksi pertanian,
bisnis komersial, dan industri. Apa
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yang disebut dengan nilai komoditi air
adalah dibedakan oleh kenyataan
bahwa adanya sifat riva dalam
penggunaannya. Berarti seseorang
yang menggunakan unit air tertentu
harus mengeluarkan orang lain dari
unit yang dia konsumsi, maka di sini
air cenderung menjadi private goods.
Tipe penggunaan komoditi air oleh
manusia dapat dibedakan berdasarkan
sistem hidrologi alamiah yakni:

1). Penggunaan pengambilan air
(offstream use or withdrawal use
); sering juga disebut dengan
penggunaan konsumsi ar
(consumption use) seperti untuk
minum, sanitasi, flousing toilet,
air conditioner, dll. Pada tipe
penggunaan air ini, maka air
sebenarnya lebih mendekati pada
kutub private goods karena
berlaku sifat-sifat  excludable,
rivality, dan subtractable dalam
pengkonsumsiannya

2). Penggunaan diran arus air
(instream use or non use value);
sering  juga disebut dengan
penggunaan air bukan untuk
dikonsumsi, tetapi sebagai input
untuk  keperluan lain  (non
consumption use) seperti  untuk
pembangkit tenaga listrik, rekreasi
dan perburuan hewan liar, olah
raga air, navigasi, turisme, taman
kota, dll. Pada sifat penggunaan
air ini, maka ar dikategorikan
sebagai public goods karena
berlaku sifat-sifat non excludable,
non rivality, non subtractable
dalam pengkonsumsiannya.

7. Air adalah tipe komoditi yang bernilai

rendah (low-valued commodity), nilai
ekonomi per unit volume air
cenderung relatif rendah, sehingga air
sering juga disebut dengan barang
“bulky”. Biaya kapital, biaya energi
dan biaya pentransportasiannya,
cenderung menjadi  relatif  tinggi
daripada nilai ekonomi air pada



penggunaanya, misalnya
pengembalian bersh dari biaya
produksi yang tersedia (return net of
production  cost) untuk biaya
penawaran perunit ar  yang
dikonsumsi oleh irigas hanya sebesar
$ 0,04 per seribu m® atau setara
dengan Rp 225,- per m®. Sedangkan
pengembalian bersih untuk biaya
produksi air untuk perkotaan hanyalah
sebesar $ 0,50 per seribu m® atau
setara dengan Rp 18,- per m® (Y oung,
2005). Di bandingkan dengan
pengembalian bersih biaya produksi
air untuk irigas di Indonesia lebih
rendah lagi yakni hanya Rp 2,- per m®
dan untuk air perkotaan hanyalah Rp
35- per m®> (Anwar et a, 2004).

Artinya di negara maju air untuk
irigas  lebih mahal dibandingkan
dengan  air untuk keperluan
rumahtangga, sebaliknya di Indonesia,
ar untuk irigas lebih rendah
dibandingkan dengan air untuk
rumahtangga.

Daam kaitannya dengan kelestarian
sumberdaya air, harga air yang lebih sesuai
(recovery cost) dengan biaya yang
dikeluarkan, akan menyebabkan pengguna
ar akan berhemat dalam memaka air,
pemerintah memiliki dana yang cukup
untuk menutupi biaya operasional dan
pemeliharaan infrastruktur sumberdaya air
termasuk  memberikan insentif kepada
masyarakat di hulu dalam menjaga dan
melestarikan hutan sebagai area tangkapan
ar.

Peralatan penting dalam ilmu ekonomi
dalam menentukan harga dan pengunaan
air yang efisen adalah model sederhana
supply dan demand air sebagai model static
karena air dianggap sebagai sumberdaya
yang dapat diperbaharui (non renewable).
Model ini mampu memberikan solusi yang
efisien secara ekonomi. Efisiensi ekonomi
memerlukan marginal value air menjadi
sama diantara pengguna pada unit terakhir
air yang dikonsumsi oleh setiap kelompok
pengguna dan sama pada marginal cost
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dari supply air. Ketika supply air adalah
inelastic sempurna; dimana supply air
adalah tetap, maka demand menentukan
harga, ini yang terjadi pada kasus PAM
Jaya; dimana harga yang berlaku saat
sekarang kurang responsive terhadap
supply atau produks air, tetapi ketika
diterapkan  harga  margina, maka
responsnya sangat kuat. Pada keadaan
demikian harga  ditentukan oleh
keseimbangan supply dan demand.

Daerah diran sungai (DAS) secara
sederhana, merupakan  sebuah  unit
geografis yang meiputi seluruh bagian
daerah yang dipisahkan diantara dua
punggung bukit (Wantrup, 1961). DAS
adalah daerah yang dialiri oleh satu sistem
air permukaan seperti sungai, anak sungai,
dan saluran airnya yang terkait (Gardiner
dan Cole, 1992 dalam Bantacut, 1999).
Oleh karena itu, sistem DAS terdiri dari
lahan (land), air (water), dan tumbuhan
(Vegetation). Sistem DAS juga meliputi
aktifitas manusa yang  bermukim
diantaranya dan pada sistem atmospir yang
berkaitan dengan daerah DAS.

DAS adalah suatu wilayah daratan
yang merupakan satu unit tata air yang
dibatas oleh punggung bukit yang
menampung, menjimpan, dan mengalirkan
air hujan ke dalam sungai atau anak-anak
sungai yang akhirnya bermuara ke laut
melalui sungai utama. DAS terbentuk
secara adamiah yang terdiri dari bagian
hulu, tengah, dan hilir, serta berfungsi
sebagai penampung ar hujan, daerah
resgpan, daerah  penjimpanan  air,
penangkap hujan, dan pengairkan air.
Selain merupakan system tata air, DAS
juga merupakan media berbagai aktifitas
manusia, sehingga penurunan kualitas
ekosistem DAS berarti juga merupakan
penurunan akan kualitas hidup manusia

METODE PENELITIAN

Pendlitian  ini  addah  daam
perspektif ekonomi sumberdaya air yang
telah dikembangkan para ekonom yang



tergabung daam diran ekonomi
kelembagaan baru (new instituional
economics) seperti Ronadd Coase (1937,
1995) dan North (1990). Andiss
menggunakan pendekatan ekonomi
kelembagaan baru ddam anadlissnya yang
menekankan dua perspektif yakni teori
tindakan pilihan bersama dalam ekonomi
(collective choice theory) dan teori
permainan (the games theory).

Peralatan analisis yang digunakan
adalah anaisis ekonometrika, analisis
dinamik dan analisis efisiensi. Analisis
ekonometrika ini  digunakan  untuk
menurunkan fungsi demand dan supply air
diantara kelompok penguna air, oleh
karena sifat permintaan air tersebut adalah
berupa final demand dan derived demand,
maka digunakan model penyesuaian airan
permintaan (flow adjustment demand
model). Kemudian dengan menggunakan
mekanisme aokas ar yang didasarkan
alas pasar, akan diperoleh harga
keseimbangan air di pasar, sehingga akan
menjadi acuan untuk melakukan analisis
penentuan alokasi yang optimum bagi
masing-masing pihak penggunaair.

PEMBAHASAN
1 Gambaran Umum Daerah Aliran
Sungai Batang Anai

Batang Ana adaah sdah satu
sungai yang terdapat di provins Sumatera
Barat. Sungal ini mengalir dari arah hulu
ke hilir sungai melalui beberapa daerah
dalam wilayah kabupaten Tanah Datar dan
kabupaten Padang Pariaman. Batang Anai
berhulu di sekitar kaki gunung Singgalang
dan sebelum bermuara di  Samudera
Hindia, aliran Batang Ana ini bertemu
dengan aliran Batang Kandis. Dari hasil
observasi, berbagai daerah aktivitas
manusia yang dilewati aliran Batang Anai
tentu akan banyak air yang masuk ke
dalam sungai ini.

Sungai Batang Ana mula dari
hulu sampai ke hilir banyak mengalami
pencemaran dari manusia  Masukan
limbah dari aktivitas manusia, organik
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yang berasa dari pemukiman, pasar,
adanya kerusakan badan sunga seperti
pembesaran jalan, adanya galian C dan
diran masuk PLTA Lubuk Simantuang
serta berbagai limbah industri yang masuk
dibagian hilirnya.  Adanya aktivitas
manusia tersebut, secara langsung maupun
tidak langsung akan dapat mempengaruhi
kualitas air dan kondis fisk badan
perairan yang pada akhirnya akan
mempengaruhi biota yang hidup di dalam
sungai tersebut.

Daerah Irigas Ana terletak pada
Kabupaten padang Pariaman dengan luas
areal 13.604 Ha. Sumber air diambil dari
Bendung Ana yang dibangun pada tahun
1989, dan terletak di daerah Asampulau
dengan jarak sekitar 6 Km dari Lubuk
Alung. Semenjak beroperasi Daerah Irigasi
Ana menggunakan pola Tanam Palawija —
Padi — Padi, yakni musim tanam palawija
dimulai bulan Februari berakhir bulan Mel
kemudian dilanjutkan dengan tanaman
padi antara bulan Juni dan September,
seterusnya musim tanam kedua mulai
Oktober dan berakhir pada bulan Januari.

2. Potens, Penggunaan dan
Tekanan pada Sumberdaya Air
di Wilayah DAS Batang Anali
Wilayah provinsi Sumatera Barat
memiliki luas + 42.297,30 km? dengan
jumlah penduduk menurut sensus tahun
2010 berjumlah 4.845.998 jiwa, dengan
kepadatan sebesar 114,56 jiwalkilometer.
Wilayah yang paling padat adalah Kota
Padang dengan penduduk sebanyak
833.584 jiwa, dengan kepadatan 1.214
jiwalkm?. Luas lahan budidaya di
Sumatera Barat adalah seluas 23.255,77
km? atau sebesar 54,98% dan |uas kawasan
lindung adalah seluas 18.996,53 km? atau
sebesar  44,91%. Penggunaan lahan
didominasi oleh hutan lebat yang mencapai
56,40%. Hal ini memperlihatkan bahwa
potensi sumberdaya airnya sangatlah besar,
karena hutan lebat ini merupakan hulu dari
sungai-sungal  besar yang mengadir ke
pantai Barat Sumatera dan bahkan ada



yang menjadi hulu bagi sungai-sungai
besar yang mengalir ke pantai Timur
seperti Batanghari.

Di  samping memiliki  jumlah
penduduk yang cukup padat, maka wilayah
Sumatera Barat juga memiliki 19 jumlah
daerah diran sunga (DAS) yang
dikelompok ke dalam empat satuan
wilayah sungai vyaitu: satuan wilayah
sunga (SWS) Ana, Kuranji, Arau,
Mangau Antokan disingkat dengan SWS
Akuaman, SWS Silaut Tarusan, SWS
Masang Pasaman, dan SWS Pulau Siberut,
Pagai Sipora. Potensi sumberdaya air pada
enam SWS ini diperkirakan adalah sebesar
53.418 juta m°/tahun. Apabila ditambah
dengan potensi sumberdaya air tanah yang
diperkirakan berjumlah  18.164 juta
m>/tahun, maka potensi sumberdaya air
total Sumatera Barat itu adalah
diperkirakan  sebanyak 71582 juta
m°/tahun. Gambaran besarnya potensi
sumberdaya air ini dapat dibandingkan
dengan potens sumberdaya air pulau
Sumatera yang mencapai 738 milyar
ma3/tahun, sehingga besarnya potens
sumberdaya air Sumatera Barat itu adalah
9,70% dari ketersediaan sumberdaya air
pulau Sumatera. Ketersediaan sumberdaya
air ini merupakan potensi air irigas bagi
wilayah Sumatera Barat. Potens sungai
untuk jaringan irigas ini sangat besar,
terdapat 14 daerah irigasi dengan luasan
areal irigas mencapal 89.391 ha. Potens
sumberdaya air lainnya adalah berasal dari
daerah rawa, dimana di wilayah Sumatera
Barat luas wilayah rawa itu mencapai
309.459 ha, dan yang sudah dimanfaatkan
adalah sebesar 27.722 ha atau 8,96%,
sisanya sebesar 281.737 ha masih belum
dimanfaatkan. Sumberdaya rawa yang
sudah dimanfaatkan untuk sawah lebih
dominan yakni mencapai 15.026 ha atau
sebesar 54,20%.

Potenss sumberdaya air lainnya
adalah danau, terdapat empat danau besar
di Sumatera Barat yakni danau Singkarak
dengan luas 13.000 ha dan luas wilayah
tangkapan airnya (catchment area) adalah
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107.600 ha dan besarnya volume
ketersediaan airnya adalah sebesar 1.656
juta m, yang terletak di kabupaten Solok
dan Tanah Datar. Di samping itu, Danau
Maninjau dengan luas 9.900 ha dan
wilayah tangkapan airnya adalah 24.800 ha
dan volume ketersediaan airnya adalah
sebesar 558 juta m® yang banyak
dimanfaatkan untuk PLTA. Terakhir
adalah danau Di atas dan Danau di Bawah
yang memiliki luas sebesar 3.100 ha
dengan luasan wilayah tangkapan airnya
adalah 6.900 ha, yang mampu menyiapkan
volume air danau sebesar 65 juta m°.
Potensi sumberdaya air berikutnya adalah
embung, di wilayah Sumatera Barat
terdapat 185 embung, yang dipergunakan
untuk keperluan irigasi oleh masyarakat
setempat.  Total potensi embung
seluruhnya adalah 505.800 m®, paling
besar pada kabupaten Pesisir Selatan dan
50 Kota.

Berdasarkan kepada  potensi
sumberdaya air yang telah dikemukakan di
atas, maka terlihat bahwa wilayah
Sumatera Barat  memiliki potens
sumberdaya air yang lebih dari cukup
untuk memenuhi  kebutuhan terhadap
penggunaan air untuk keperluan irigasi, air
minum, dan penggunaan untuk industri dan
penggunaan untuk pembangkit tenaga
listrik. Potensi sumberdaya air yang besar
dari total 71.582 juta m*/tahun itu adalah
SWS Silaut yakni mencapai 18.136,89
juta’/tahun atau sebesar 25,34% yang
terdapat di kabupaten Pesisir Selatan,
disusul oleh SWS Batang Anai (Akuaman)
yang mencapai 16.499,42 juta m>tahun
atau sebesar 21,65% yang terletak di
kabupaten Padang Pariaman dan Kota
Padang, serta potensi sumberdaya air dari
SWS Batang hari sebesar 8.079, 24 juta
m3/tahun atau sebesar 11,29% yang
terletak di kabupaten Dharmasraya dan
Solok Selatan. Pemanfaatan sumberdaya
ar untuk SWS Akuaman mencapai
1.869,66 juta m*/tahun yang terdiri dari
penggunaan oleh irigasi pertanian, intake
PDAM untuk pengelolaan air minum dan



penggunaan arus air oleh PLTA. Diantara
satuan wilayah sungai yang ada, maka
pemanfaatan sumberdaya air yang masih
kecil sekali adalah pada SWS Kampar dan
SWS Batang hari yang masing-masingnya
mencapai 439,92 juta m*/tahun dan 689,98
jutam>/tahun.

Potensi sumberdaya air di wilayah
Sumatera Barat yang besar itu belum
termanfaatkan  sebesar 88%  hanya
sebanyak 12% yang baru termanfaatkan.
Sedangkan pemanfaatan yang dominan
baru untuk keperluan air irigasi, di
samping penggunaan air untuk PDAM
yang mengolah kebutuhan air bersih
penduduk. Penggunaan air untuk industry
relative kecil sekali, karena sgjalan dengan
masih belum berkembangnya industry di
wilayah Sumatera Barat. Pada wilayah
DAS Baang Ana, pemanfaatan
sumberdaya airnya didominas oleh
pengguna air irigasi terutama di kabupaten
Padang Pariaman, sedangkan untuk
penggunaan air PDAM belum ada. Namun
penggunaan air untuk PLTA hanya
memanfaatakan aliran sungal ini untuk
mengalirkan arus air dari Danau Singkarak
ke airan Sungai Batang Anai. Sehingga
penggunaan sumberdaya air pada DAS
Batang Anai relatif belum optimal. Itulah
sebabnya, pada saat debit puncak, maka
DAS Batang Ana ini  menimbulkan
masalah banjir bagi wilayah hilirnya yang

terletak di dekat Bandara Internasional
Minangkabau.
Disamping banyaknya daerah

aliran sungai, wilayah Sumatera Barat juga
memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga
daerah pergunungan yang subur dan
diiringi oleh tingginya curah hujan, maka
telah menyebabkan tingkat resapan air
(precipitation  system) cukup tinggi.
Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas
Geologi dan Tata Lingkungan (DGTL)
Bandung, (2003) dan BMKG Sumatera
Barat tahun 2008, ternyata lgju precipitasi
di wilayah Sumatera Barat mencapai 126,9
jutam*/tahun, maka dengan |aju precipitasi
sebesar itulah yang mampu menyediakan
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sumberdaya air permukaan dan air tanah
bagi wilayah Sumatera Barat.

Besarnya lgju precipitasi yang ada,
kemudian tentunya akan mengalami tiga
proses selanjutnya yakni  penguapan
(evaporation) yang sangat tergandung
kepada tingkat kekeringan suhu udara,
sehingga lgu penguapan di  wilayah
Sumatera Barat adalah sebesar 1,500 mm.
Sedangkan lgu resapan air yang masuk
kedalam kantong-kantong ar tanah
(infiltration)mencapai 20,8 juta m>/tahun,
yang mengisi ketersediaan air tanah di
wilayah Sumatera Barat. Terakhir
besarnya air limpahan atau air yang
mengalir pada permukaan tanah yang
apabila besar disebut dengan banjir itu
adalah sebesar 2000 mm/tahun.

Total penggunaan air selama ini
berjumlah 6.289 juta m*/tahun atau sebesar
8,65%, yang bersumber dari air permukaan
dan ar tanah, dimana volume air
permukaan adalah berjumlah 53.418 juta
mtahun  dan volume air tanah yang
mengisi  kantong-kantong air tanah atau
cekungan air tanah (CAT) di wilayah
Sumatera diperkirakan berjumlah 18.164
jula mtahun. Sisa penggunaan air
permukaan dan air tanah yang ada, adalah
berupa air limpahan yang mengalir ke laut
lepas sebanyak 65.293 juta m*/tahun atau
sebesar 91,21%.

Penggunaan sumberdaya air yang relative
masih terbatas ini, karena lebih banyak
mengalir ke laut lepas, dengan
menggunakan sgjumlah asumsi  bahwa
penggunaan air untuk irigasi sebesar
1,2m*/ha (Suciati, 2004), penggunaan air
individu menurut standard WHO itu adalah
125 liter/orang/hari  (Ansofino, 2005),
maka dengan asums ini dipergunakan
untuk menghitung penggunaan air untuk
berbagai sector. Penggunaan air oleh
rumah tangga atau domestic yang
menggunakan ar olahan PDAM yang
mencapai 133 juta m*tahun atau sebesar
2,11% dari total penggunaan air, ternyata
pengguna volume air paling besar itu
adalah sector pertanian yakni 6.154 juta



m>tahun atau sebesar 97,85% dari total
penggunaan air permukaan dan air tanah
yang ada selama ini, dan sector industry
adalah sebesar 2 juta m*/tahun atau sebesar
0,018 juta m*/tahun.

Berdasarkan kepada  kondisi
penggunaan air di wilayah Sumatera Barat
yang didominasi oleh penggunaan sector
pertanian, memperlihatkan bahwa air
belum didirkan kepada pengguna yang
bernilai efisien, karena sector pertanian
termasuk pengguna  yang belum
memberikan nilai (water pricing) pada
penggunaan air, sehingga pengguna ini
disebut memiliki volume yang besar tetapi
nilainya rendah (hight volume, low value),
sehingga penggunaan air belum sesual
dengan prinsip efisiens.

Berikutnya, akan dikemukakan
ketersediaan sumberdaya air pada wilayah
DAS Batang Anai yang menjadi sasaran
penelitian ini. Wilayah DAS Batang Anai
memiliki luas sebesar 646,20 km? tahun
2011 telah berkurang dari luas tahun 1996
seluas 904,55 km’atau sebesar 28,56%
yang disebabkan oleh semakin
bertambahnya jumlah penduduk dan
semakin berkurangnya luasan hutan yang
menjadi area tangkapan airnya. Semakin
berkurangnya, luasan DAS ini tentunya
akan berdampak kepada ketersediaan air
yang ada.

Besarnya curah hujan total tahun
2001 sebesar 3.344 mm/tahun, telah
mengalami peningkatan menjadi 4.509 mm
tahun 1996 dan terus meningkat menjadi
4.672 mm tahun 2011, ha ini tentu sga
berkaitan dengan pola perubahan cuaca
ektrim akibat pemanasan global (global
warming), sehingga intensitas hujan di
wilayah DAS Batang Anai ini lebih tinggi.
Ketersediaan air bulanan pada DAS
Batang Anai tahun 1996 adalah berjumlah
254,60 juta m*/tahun dan telah mengalami
penurunan tahun 2011 menjadi 127,38 juta
m/tahun. Data ini menunjukkan bahwa
pada satu sisi terjadi pengurangan luasan
DAS Batang Anai, tetapi pada sis lain
curah hujan justru semakin bertambah,
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tetapi ketersediaan sumberdaya air justru
semakin  berkurang, maka ha ini
mengindikasikan bahwa fenomena
terjadinya banjir pada saat musim hujan
puncak yakni bulan September sampai
dengan Desember setigp tahunnya. Oleh
karena berkurangnya wilayah tangkapan
akibat pembukaan lahan hutan di DAS
hulunya, sehingga kemampuan untuk
menjimpan air pada musim hujan menjadi
berkurang, akibatnya wilayah hilir DAS
Batang Ana sangat rentan dengan
terjadinya air limpasan atau banjir.
Semakin meningkatnya curah hujan yang
disebabkan oleh perubahan cuaca ekstrim
tentunya berdampak kepada fenomena
keadian banjir di sepanjang aliran Batang
Anai. Menurut Eriza, et a (2008) kgadian
banjir dengan kapasitas puncak pada DAS
Batang Anai mencapai 766 m°/detik
ditambah dengan wilayah hilir Batang
Anai ini ternyata bergabung menjadi satu
aliran sungai menuju muara di wilayah
Duku atau dekat Bandar Internasional
Minangkabau dengan sungai Talao Bungo
dan Batang Kandis yang masing-masing
debit puncaknya mencapai 106 m*/detik
dan 80 m*/detik. Artinya, pada saat debit
puncak, adiran ar Batang Ana
menyebabkan banjir dan pada debit
minimum menyebabkan kekurangan aliran.
Oleh karena itu diperlukan penanganan
kgadian banjir di hilir Batang Anai dan
Batang Kandis yang menjadi tempat
pertemuan hilir kedua sungai ini.

3. Kelembagaan pengelolaan
Sumberdaya Air di Wilayah DAS
Batang Anai

Badan yang berwenang dalam mengelola
DAS Batang Anai adalah Dinas PSDA
provinss Sumatera Barat dan Baai
Wilayah Sungai Sumatera V dan Badan
Pengelolaan DAS Agam- Kuantan.
Lembaga pengguna sumberdaya ar di
DAS Batang Ana ini adalah pengguna
dosmestik dalam ha ini di wakili oleh
PDAM  Kota Padangpanjang, dan
penduduk di wilayah DAS Batang Anai
yang meliputi kabupaten Tanah Datar,



Kota Padangpanjang, Kabupaten Padang
Pariaman, dan Kota Padang. Petani

pemakai ar P3A kabupaten Padang
Pariaman.

4. Perilaku Permintaan dan
Penawaran Sumberdaya Air di Wilayah
DAS Batang Anai

Perilaku permintaan dan penawaran
sumberdaya air di wilayah DAS Batang
Ana ini dapat dilihat dari kebutuhan
penggunaan air oleh permintaan domestik,
atau penduduk yang membutuhkan air,
penggunaan oleh irigasi dan penggunaan
oleh industri. Namun, dalam pengambilan
manfaat sumberdaya air saat ini di DAS
Batang Anal, pengguna sektor industri
ternyata tidak ada, yang dominan adalah
penggunaair irigasi dan rumahtangga.

Kebutuhan air penduduk yang
berada di dalam wilayah DA S Batang Anai
semuanya berjumlah 253.106 jiwa yang
terdiri dari tiga wilayah yakni Kota Padang
dengan nagari Koto Tangah berpenduduk
sebanyak 52.514,79 jiwa atau 20,75%
dari total penduduk yang berada di wilayah
DAS Batang Anai. Penduduk yang berada
d wilayah DAS Batang Ana ini
didominasi oleh penduduk kabupaten
Padang Pariaman yang mencapai 125.912
jiwa atau 49,75%, sedangkan penduduk
wilayah DAS yang berasal dari kabupaten
Tanah Datar berjumlah 23.391 jiwa atau
sebesar 9,24%. Disamping itu, penduduk
di wilayah DAS Batang Anai yang berada
di Kota Padangpanjang adalah sebanyak
51.289 jiwa atau sebesar 20,26%. Sehingga
wilayah DAS Batang Ana dominan
didiami oleh penduduk kabupaten Padang
Pariaman sebanyak 49,75%, disusul oleh
Kota Padang sebanyak 20,75% dan Kota
Padangpanjang sebesar 20,26%

Jumlah penggunaan air total
penduduk yang berada di wilayah DAS
Batang Anal adalah berjumlah 6.439.233
mtahun/orang, hal ini hanya sebesar
5,04% dari ketersediaan air yang ada pada
DAS Batang Ana ini yagn berjumlah
tahun 2011 adalah 127,38 juta m°/tahun.
Pengguna air DAS Batang Anai yang
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paing besar adalah penduduk pada
kabupaten Padangpariaman 1.332.183
m/tahun atau sebesar 1,04%. Artinya
penggunaan air DAS Batang Anai untuk
keperluan rumahtangga masih cukup kecil.

Selanjutnya, penggunaan air DAS
Batang Ana untuk keperluan irigasi,
adalah digunakan untuk daerah irigasi (DI)
Batang Ana di Kabupaten Padang
Pariaman dengan luas area irigas
mencapai 13.604 ha tahun 2011, dengan
kebutuhan akan aliran air adalah sebesar
10,15 m>/detik. Apabila diasumsikan
penggunaan air untuk keperluan irigas
menurut standard IFRI (2003) adalah
sebesar 1,2 m°ha, maka kebutuhan air
untuk lahan sawah yang akan diairi oleh
ar Batang Ana ini adalah sebanyak
16.324,8 m*/ha. Jumlah ini tentunya sangat
kecil sekali jika dibandingkan dengan
ketersediaan air pada DAS Batang Anai.
Artinya, ketersediaan air untuk keperluan
irigas masih cukup besar potensinya,
justru diran yang lepas sampa ke laut
masih sangat besar yakni mencapa 4,38
m°/detik (Dinas PSDA Sumbar , 2011).

Aliran air DAS Batang Ana sgjak
dari hulunya sampai ke wilayah hilirnya
telah menjadi muara bagi sungai-sungai
kecil di sekitarnya, setidaknya ada 14 anak
sungai kecil yang kemudian bergabung
dengan Batang Anai ini yakni:

1. Batang Singgalang Kaciak dengan
debit 0,33 m*/detik

2. Batang Sinagalang Gadang dengan
debit 0,12 m*detik

3. Batang Kapuyuk dengan debit 0,11
m°*/detik

4, Batang Tikayu dengan debit 0,25
m°*/detik

5. Batang Sipisang Gadang dengan
debit 0,55 m*/detik

6. Buangan PLTA Singkarak dengan
debit 0,34 m*/detik

7. Batang Asam Pulau dengan debit
1,83 m*/detik

8. Batang Sangkir dengan debit 0,16
m-+/detik



9. Batang Sekayan dengan debit 0,08
m°®/detik
10. Batang Salibutan dengan debit 1,25
m°®/detik
11. Batang Surantih Kecil dengan debit
0,31 m%detik
12. Batang Salisikan dengan debit 0,47
m°®/detik
13. Batang Buluh dengan debit 0,20
m°®/detik
14. Batang Kandis dengan debit 1,46
m°®/detik

Menurut perhitungan Dinas PSDA
provinsi Sumatera Barat jumlah kebutuhan
air 7.257 m3/bulan dan jumlah air yang
tersedia adalah sebesar 11.801 m3/bulan,
sehingga ketersediaan air bagi pengguna
air pada DAS Batang Anai ini mengalami
surplus. Artinya, potensi penggunaan air
bagi penduduk dan daerah irigasi di daerah
wilayah DAS ini masih cukup tinggi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan  dapat  ditarik  beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

1. Sumatera Barat memiliki potensi
sumberdaya air yang lebih dari
cukup untuk memenuhi kebutuhan
terhadap penggunaan ar untuk
keperluan irigasi, air minum, dan

penggunaan untuk industri dan
penggunaan  untuk  pembangkit
tenagallistrik.

2. Pada wilayah DAS Batang Anal,
pemanfaatan sumberdaya airnya
didominasi oleh pengguna air irigasi
terutama di kabupaten Padang
Pariaman, sedangkan untuk
penggunaan air PDAM belum ada.
Namun penggunaan air untuk PLTA
hanya memanfaatkan aliran sungai
ini untuk mengalirkan arus air dari
Danau Singkarak ke airan Sungai
Batang Anai sehingga penggunaan
sumberdaya air pada DAS Batang
Ana reatif belum optimal. Itulah
sebabnya, pada saat debit puncak,
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maka DAS Batang Ana ini
menimbulkan masalah banjir bagi
wilayah hilirnya yang terletak di
dekat Bandara Internasional
Minangkabau

Kondisi penggunaan air di wilayah
DAS Batang Anai didominasi oleh
penggunaan sektor pertanian,
memperlihatkan bahwa air belum
dialirkan kepada pengguna yang
bernilar  efisien, karena  sector
pertanian termasuk pengguna yang
belum memberikan nilai  (water
pricing) pada penggunaan air,
sehingga pengguna ini  disebut
memiliki volume yang besar tetapi
nilainya rendah (hight volume, low
value), sehingga penggunaan air
belum sesuai dengan prinsip
efisiens.

Luas wilayah DAS Batang Ana
mengalami pengurangan dari tahun
ke tahun yang disebabkan oleh
semakin  bertambahnya  jumlah
penduduk dan semakin berkurangnya
luasan hutan yang menjadi area
tangkapan airnya. Semakin
berkurangnya, luasan DAS ini
tentunya akan berdampak kepada
ketersediaan air yang ada

Badan yang berwenang dalam
mengelola DAS Batang Anai adalah
Dinas PSDA provins Sumatera
Barat dan Baa Wilayah Sungai
Sumatera V dan Badan Pengelolaan
DAS Agam-Kuantan. Lembaga
pengguna sumberdaya air di DAS
Batang Ana ini adalah pengguna
dosmestik dalam ha ini di wakili
oleh PDAM Kota Padangpanjang,
dan penduduk di wilayah DAS
Batang Ana yang médiputi
kabupaten Tanah Datar, Kota
Padangpanjang, Kabupaten Padang
Pariaman, dan Kota Padang. Petani
pemaka air P3A kabupaten Padang
Pariaman

Dalam pengambilan manfaat
sumberdaya ar saat ini di DAS



Batang Anai, pengguna sektor
industri ternyata tidak ada, yang
dominan adalah pengguna air irigasi
dan rumahtangga

Jumlah  penggunaan air  total
penduduk yang berada di wilayah
DAS Batang Anai adalah berjumlah
6.439.233 m3/tahun/orang, ha ini
hanya  sebesar 5,04% dari
ketersediaan air yang ada pada DAS
Batang Ana ini yang berjumlah
tahun 2011 adalah 127,38 juta
m3/tahun. Pengguna air DAS Batang
Ana yang paing besar adalah
penduduk pada kabupaten
Padangpariaman 1.332.183 m3/tahun
atau sebesar 1,04%.Artinya
penggunaan air DAS Batang Anai
untuk keperluan rumahtangga masih
cukup kecil.

Penggunaan air DAS Batang Anai
untuk keperluan irigasi adalah
digunakan untuk daerah irigasi (DI)
Batang Ana di Kabupaten Padang
Pariaman dengan luas ared irigasi
mencapal 13.604 ha tahun 2011,
dengan kebutuhan akan aliran air
adalah sebesar 10,15 m3/detik,
kebutuhan air untuk lahan sawah
yang akan diairi oleh air Batang Anai
ini adalah sebanyak 16.324,8 m3/ha.
Jumlah ini tentunya sangat kecil
sekali  jika dibandingkan dengan
ketersediaan air pada DAS Batang
Anai. Artinya, ketersediaan air untuk
keperluan irigasi masih cukup besar
potensinya, justru aliran yang lepas
sampai ke laut masih sangat besar.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan dapat disampaikan beberapa
saran sebagai berikut :

1.

Dinas PSDA provinsi Sumatera Barat
dan Bala Wilayah Sungai Sumatera V
perlu mengambil kebijakan dalam
upaya mengoptimalkan pemanfaatan
sumberdaya air DAS Batang Ana
untuk kebutuhan terhadap penggunaan
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untuk industri dan penggunaan untuk
pembangkit tenaga listrik dan bukan
sgja digunakan untuk keperluan irigasi
dan keperluan rumah tangga.

Perlu dilakukan penanaman pohon
penghijau “Penanaman Sejuta Pohon”
di sekitar DAS Batang Anal agar dapat
mengurangi pengurangan luas wilayah
DAS dari tahun ke tahun

Dinas PSDA provins Sumatera Barat
dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V
perlu membangun kembali ekosistem
wilayah DAS, melalui pengelolaan
terpadu antara sumberdaya air dan
lahan dalam suatu daerah aliran sungai
yaitu dengan membangun sistem
transfer hulu-hilir dalam pemanfaatan
sumberdaya air dan lahan yang terkait
dengan basis perekonomian
masyarakat di wilayah DAS.

Perlu ditetapkan model pembayaran
jasajasa lingkungan (PJL) terhadap
pihak yang memperoleh manfaat
dalam penggunaan sumberdaya air dan
lahan seperti PDAM, Industri, dan
rumahtangga serta petani

Mendorong program-program
pengentasan kemiskinan di wilayah
Hulu daerah adliran sungai (DAS)
melalui  sistem  insentif  berupa
pembayaran untuk jasa lingkungan

kepada petani miskin yang mau
memberikan jasa perbaikan
lingkungan
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